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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya suatu tindak pidana tidak jarang melibatkan lebih dari satu 

orang pelaku. Fenomena dimana pelaku tindak pidana lebih dari satu orang, 

kian marak belakangan ini. Beberapa kutipan berita koran yang dikemukakan 

dibawah ini adalah contoh dari tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu 

orang yaitu ratusan suporter asal Surabaya sengaja memanfaatkan laga 

sepakbola antara tim Madura United vs Arema Cronus di stadion Gelora 

Bangkalan , Madura. 

Suporter Surabaya mensweeping suporter dari daerah lain, yang akan ke 

Madura. Rombongan warga yang hendak berziarah ke Pesarean Syaikhona 

Kholil, Bangkalan, juga tak luput dari sasaran. Para suporter secara brutal 

melempari dua mobil tersebut dengan batu hingga bagian kaca belakang 

hancur. 

Sebagian suporter ada yang naik diatas kap dan badan mobil lalu meng 

injak - injak hinga rusak dan penyok. Dua mobil itu adalah Toyota Avansa 

bernopol N872 VM dan Minibus bernopol AG 7081 A. Menurut Kasat 

Reskrim AKP Ardian Satrio Utomo telah menetapkan 25 tersangka dari 42 

suporter yang telah ditangkap pada saat terjadi pengrusakan mobil di pintu Tol 

masuk Suromadu.
1
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Dwi, “Suporter Hancurkan Kaca 2 mobil ”, Jawa Pos, 7 Mei 2016, h. 8. 
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Hal penting yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu Pelaku Tindak 

Pidana Penyertaan adalah sekelompok orang yang tergabung dalam pendukung 

Club Sepakbola. Hal ini memperjelas bahwa pelaku Tindak Pidana Penyertaan 

dapat dilakukan oleh siapapun termasuk juga sekelompok pendukung club 

sepakbola dimana mereka tidak mengenal satu sama yang lain.  

Contoh kasus yang lain adalah bahwa tersangka Hariono selaku Kepala 

Desa Selok Awar - Awar, Pasirian Lumajang yang merupakan Otak pelaku 

pengeroyokan terhadap Aktivis Tambang Pasir yang terjadi pada sabtu pagi 

tanggal 26 September 2015. Aksi pengeroyokan ini menimbulkan 1 korban 

meninngal dunia dan 1 orang kritis. Satu korban meninggal dunia adalah Salim 

alias Kancil, 52 tahun warga Dusun Krajan 2. Sedangkan 1 korban yang kritis 

adalah Tosan, 51 tahun Warga Dusun Persil, Lumajang. 

Kedua korban pengeroyokan ini dikenal sebagai warga penolak tambang 

pasir di pesisir pantai Watu Pecak. Kedua korban dikeroyok ditempat terpisah 

yaitu Salim di balai desa dan Tosan 3 km dari balai desa. Kepala Kepolisian 

Resort Jember AKBP Fadly Munzir Ismail, mengatakan Telah menangkap 10 

orang yg diduga berperan dalam pengeroyokan terhadap Salim Kancil dan 

Tosan.  

Kepolisian Resort Jember akan memeriksa Kepala Desa dan 10 orang 

yang ditangkap untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan apakah ada 

pelaku atau pihak pihak lain yang terlibat dalam aksi pengeroyokan aktivis 

tambang pasir di Dusun Selok Awar Awar, yang menolak adanya 

penambangan tambang pasir di Pantai Watu Pecak yang mengakibatkan 
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kerusakan lingkungan dan mengakibatkan sawah yang ditanami padi dapat 

dimasuki air laut yang  mengganggu kualitas padi.
2
 

Hal penting yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu pelaku tindak 

pidana penyertaan adalah yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa, yang 

dipilih oleh warga Dusun Selok Awar Awar yang seharusnya sebagai Kepala 

Desa yang terpilih melayani dan memperjuangkan warganya untuk kemajuan 

dan kesejahterahan Desa. 

Contoh kasus Tindak Pidana Penyertaan yang lain adalah seorang 

pemuda asal Maluku yang bernama Umar Kei selama ini memang identik 

dengan jasa pengamanan dan debt colleptor. Bahkan Umar Kei dan 

kelompoknya kerap disebut - sebut dalam berbagai aksi tindak pidana 

pengeroyokan di Jakarta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol 

Rikwanto mengatakan bahwa Umar Kei sering terlibat di berbagai kasus dan 

data yang sudah ada Polda Metro saat ini 11 kasus Tindak Pidana penyertaan. 

Diantaranya yang terjadi pada 8 September 2010, kasus pengeroyokan 

dan penganiayaan berat pada saat peliputan kasus oleh wartawan di pengadilan 

negri Jakarta Timur. Umar Kei, Budi Ahmad dan Syahyadin dijadikan 

tersangka. Pada 1 April 2011, sekitar pukul 18.00 wib, Rico kei dan Remi kei 

dijadikan tersangka kasus tindak pidana penyertaan dan penganiayaan secara 

bersama - sama terhadap seseorang yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia di pintu air Gang Barokah, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. 

                                                 
2
David Priya Sidharta “Penolak Tambang Dibunuh di Lumajang, Polisi Tangkap 10 

orang”https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2015/09/26/057870411

4.pada tanggal 17 mei 2016 pukul 08.00 wib 
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Kelompok John Kei sekitar 6 orang pelaku mengendarai APV warna 

hitam dengan Nomor Polisi B 48839 QQ masuk ke tempat kejadian. Dan 

setelah terjadi cekcok mulut, korban akhirnya dikeroyok dan dibacok dengan 

menggunakan golok. Korban tewas ditempat dengan luka di leher, perut, dada 

dan tangan. Selain itu catatan kriminal yang diduga melibatkan John Kei yakni 

kasus tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan berat, pengusaha debt 

collector Basri Sangaji Pada Oktober 2010.  

Pada April 2010 sekelompok pemuda bentrok di diskotik Blowfish, 

bentrok berlanjut hingga di persidangan Pengadilan Negri Jakarta Selatan dan 

Penusukan di Pengadilan negri Jakarta Barat.
3
Hal penting yang dapat diambil 

dari kasus tersebut yaitu pelaku tindak pidana penyertaan adalah sekelompok 

orang yang tergabung dalam kelompok John kei. 

Contoh kasus tindak pidana penyertaan yang lain adalah Direktur Reserse 

Kriminal Umum Polda Metrojaya Komisaris Besar Polisi Krisna Murti 

mengaku pernah ditodong dengan pistol yang oleh Preman dikawasan 

Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Semua berawal dari saat perkelahian 

terjadi antara dua orang dari dua kelompok yang berseteru dikawasan Kalijodo, 

yakni kelompok Bugis dan kelompok Mandar.  

Peristiwa terjadi pada malam hari, tanggal 22 Januari 2002. Krisna Murti 

menceritakan, perkelahian dengan senjata yang bermula dari senggolan sepeda 

motor itu dan berakhir dengan tewasnya seorang dari kelompok Bugis. 

Mendengar rekannya tewas, puluhan orang seketika berkumpul di tempat 

                                                 
3
Marlen Sitompul “Inilah 11 Kasus yang Diduga Melibatkan 

JohnKei“http://googleweblight.com/?lite_url=http:/m.inilah.com/news/detail/read/2012/02/21/183

2618/pada tanggal 17 mei 2016 pukul 10.00 wib 
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kejadian dengan berbagai jenis senjata tajam. Situasi saat itu genting, saat 

Bentrokan pecah Krisna Murti sempat menemui salah seorang yang 

melepaskan tembakan, kemudian mengejar orang tersebut yang bernama Bedul 

untuk menyerahkan senjatanya. Bedul adalah pimpinan kelompok Bugis.  

Setelah mengejar dan mendekati orang yang membawa senjata, bukannya 

takut malahan berbalik arah dan menodongkan pistol ke arah Krisna Murti. Hal 

penting yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah seoarang Abdul Aziz 

pemimpin kelompok Bugis dan Bedul adalah seorang pemimpin kelompok 

Mandar, bisa mengendalikan suatu daerah atau kawasan untuk memprovokasi 

sehingga terjadi pengeroyokan antar kelompok yang mengakibatkan 

meninggalnya seorang tukang ojek dari kelompok Bugis yang dilakukan oleh 

kelompok Mandar.
4
 

Menurut saya berbagai tingkah laku menyimpang atau perbuatan-

perbuatan melanggar hukum tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain 

dari beberapa aspek pembangunan yang telah menimbulkan berbagai 

perubahan mendasar yang kurang seimbang. Dalam kehidupan seseorang atau 

kelompok - kelompok orang, arus globalisasi, era komunikasi dan informasi 

yang cepat, maupun adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang 

semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi 

mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, 

banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara 

                                                 
4
Fidel Ali “Krisna Murti Pernah Ditodong Pistol di Kalijodo 

“http://googleweblight.com/?lite_url=http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/15271601/

pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 11.00 wib 
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untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka 

kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. 

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau 

ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan 

hukum, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, 

dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi kelangsungan ketertiban sosial. 

Salah satu fenomena tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat saat ini 

adalah begitu maraknya tindak pidana penyertaan di kalangan masyarakat. 

Praktek ini memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. 

Sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang 

yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok 

masyarakat lain. Tindak pidana penyertaan terjadi akibat tekanan ekonomi 

pada segmen usia produktif. Tingkat pengangguran yang amat tinggi 

menyebabkan orang mencari pekerjaan sektor informal, beberapa diantaranya 

malah mencari dan menemukan inspirasi jalan pintas “bagaimana menjadi 

kaya” melalui kriminalitas dan kekerasan.  

Tekanan ekonomi seperti diatas itulah yang menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang  memilih menjadi Pemimpin kelompok dan memutuskan 

pilihannya untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan dan menantang 

hukum. Dalam aksinya, tindak pidana penyertaan ini cenderung dilakukan 

secara keroyokan dalam suatu kelompok, bahkan lebih tepat dikatakan 

kelompok yang terorganisir, daripada aksi kejahatan perseorangan yang 

terkadang dilakukan secara dadakan.  
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Bahkan lahan suatu kelompok ini tidak hanya terbatas di perempatan 

jalan atau  di pasar dan sekedar di terminal, melainkan sudah merambah ke 

seluruh aspek kehidupan. Fenomena yang terjadi saat ini, kelompok-kelompok 

yang terorganisir ini, bahkan dilegalisasikan keberadaannya oleh pemerintah 

dengan bentuk organisasi kemasyarakatan. Sering dimanfaatkan jasanya oleh 

para Pengusaha, kaum Selebritis, dan Politikus untuk  melanggengkan 

eksistensi dan meningkatkan gengsi, baik sebagai bodyguard (pengawal 

pribadi), atau sebagai debt collector (juru tagih), bahkan hingga pembunuh 

bayaran. 

Bahkan beberapa kelompok - kelompok yang tercatat memiliki nama 

besar, tidak sekedar sebagaimana disebutkan di atas, melainkan sudah 

merambah pada bisnis kotor lainnya, seperti usaha Prostitusi, jadi bandar 

narkoba, atau perjudian dengan omzet yang sangat besar. Dengan 

bermunculannya kelompok - kelompok ini, Jelas telah menebar ancaman 

ketakutan, karena dalam aksinya mereka tak sungkan - sungkan berlaku sadis 

sampai tega membantai korbannya tanpa rasa kemanusiaan. 

Hal ini jelas merupakan tantangan bagi pemerintah, khususnya aparat 

penegak hukum untuk dapat memulihkan keadaan yang sudah sedemikian 

parahnya itu. Praktek kelompok - kelompok ini di dunia bisnis sering kali 

dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan 

bisnis Debtcollector menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas 

narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk 

mengintimidasi pihak lain. 
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Di jaman Orde Baru, praktek intimidasi tidak jarang juga terjadi pada 

kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk 

dalam bisnis real estate dan perkantoran. Bukan itu saja, praktek dari kelompok 

- kelompok ini  juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan - 

kepentingan tertentu. Di dunia politik, tidak jarang kelompok - kelompok  dan 

budaya berdiri diatas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. 

Praktis partai - partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era 

reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara 

khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Didalam konsepnya 

memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses 

pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai 

alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. 

Pada kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat 

transparan. Ditengah - tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku 

kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman semau gue dari 

masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah 

masyarakat, kelompok - kelompok tertentu. Kelompok ini sempat bebas 

menjadi hakim, sekaligus polisi yang membuat masyarakat menjadi bertanya - 

tanya akan kebebasan tersebut.  

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan 

kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. 

Sehingga tentu saja praktek kelompok ini tersebut diharapkan sudah dapat 

diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak 
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hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai 

tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini 

mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang 

bersifat sebagai hukuman (Punishment) belum mampu mengatasi 

permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal. 

Kelompok ini pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, 

kecuali perbuatan tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Sebuah kelompok 

yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, 

ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, kelompok yang tidak 

melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang - Undang 

Hukum Pidana (KUHP) atau Undang - Undang sejenis, hanya diberi 

pengarahan dan pembinaan. 

Setelah dibina, kelompok - kelompok tersebut dilepaskan, tanpa 

memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi kelompok 

tersebut. Setelah dilepaskan, kelompok itu akan mengulangi kembali 

perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. 

Demikianlah siklus tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh sebuah 

kelompok atau organisasi di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. 

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung, 

pelayanan dan pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar 

dalam upaya penanggulangan terhadap kelompok ini. Pihak Kepolisian yang 

begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang 

tepat dalam menyikapi fenomena - fenomena kelompok yang ada didalam 
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masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh warga 

masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam mengungkap aksi - aksi 

yang meresahkan yang terjadi di sekeliling mereka. 

Operasi - operasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap para 

kelompok - kelompok yang pada umumnya hanya menangkap kemudian 

melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi kelompok 

yang sering meresahkan ini. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan 

pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di 

daerah agar bersama sama memikirkan bagaimana solusi untuk permasalahan 

yang ada. Agar tidak mucul dan menimbulkan kerugian materil atau korban 

meninggal dunia.  

Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, 

dan tertib dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan 

dengan tindak pidana penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 

kelompok terpimpim. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian 

tertarik untukmengkaji dan meninjau lebih lanjut mengenai “Hakekat 

Pertanggung Jawaban Penyertaan Dalam KUHP “ 

2. Rumusan Masalah 

Sebagai usaha dalam melakukan suatu penelitian yang lebih baik, 

terstruktur, terarah, serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 
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penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil 

dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar 

belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimanakah Pertanggung jawaban Penyertaan di dalam Tindak Pidana ? 

b. Mengapa Perlu Dibedakan Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penyertaan 

? 

3. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penulisan pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 

dengan maksud penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

dalam penulisan skripsi kali ini adalah Untuk mengetahui pertanggung 

jawaban tindak pidana yang dilakukan pelaku yang lebih dari 1 orang. 

Untuk mengetahui perbedaan ancaman hukuman tindak pidana 

penyertaan yang dilakukan kelompok tertentu secara bersama - sama dalam 

Kitab Undang - Undang. 

4. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

sendiri, serta bagi pembaca, sehingga akan memperkaya khasanah 

pengetahuan, utamanya di bidang hukum pidana. Adapun manfaat yang di 

dapat dari penulisan ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 
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1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. 

2. Diharapkan dengan selesainya penulisan ini maka akan ada manfaat 

pada pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum 

pidana. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi dan acuan 

bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat yang 

sama dengan penulis untuk mengkaji permasalahan yang sama. 

b.  Manfaat Praktis 

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan 

penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang 

penulis angkat pada penulisan ini. 

2. Sebagai bahan masukan dan sebagai referensi bagi pihak terkait. 

5. Metode Penelitian 

Salah satu unsur  terpenting dalam penulisan Skripsi adalah adanya 

metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara 

peneliti didalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan 

skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum 

yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penulisan berisi tentang 

jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis bahan hukum, metode 
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pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan 

hukum.  

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara - cara 

seorang peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang 

dihadapinya.
5
Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu 

penulisan hukum dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan 

metode yang tepat. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dapat digunakan didalam penelitian hukum adalah 

metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dan 

penelitian hukum empiris (empirical legal research) . 

1. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif 

dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal 

issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang 

diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang 

ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan (law in action). 

2. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti tentang 

bekerjanya hukum di masyarakat (law in action). Dalam penelitian ini, 

                                                 
5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 

2006, h. 6. 
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hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah norma, namun hukum 

dilihat sebagai fakta sosial yang ada dimasyarakat. 

b. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri 

dari 5 (lima) metode yakni pendekatan peraturan perundang - undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan 

(comparative aproach) dan pendekatan kasus (case approach). 

1. Pendekatan perundang - undangan (statute approach) digunakan guna 

mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal issue yang akan 

diteliti. 

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) digunakan untuk 

mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau 

landasan teoritis ilegal issue yang akan diteliti. 

3. Pendekatan historis (historical approach) digunakan dalam rangka 

pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu kewaktu tentang legal 

issue yang akan diteliti. 

4. Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk 

mengkaji legal issue yang akan diteliti dengan menggunakan metode 

perbandingan dengan sistem hukum dari negara lain. 

5. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis pemecahan kasus yang sudah incarht van gewisde. 
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Untuk penulisan skripsi, maka disarankan untuk menggunakan setidak 

- tidaknya 2 (dua) metode pendekatan yakni pendekatan peraturan 

perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach). Sedangkan pendekatan yang lain sangat 

bergantung pada kebutuhan Peneliti didalam memecahkan isu hukum 

(legal issue) yang dirumuskan. 

c. Sumber dan jenis bahan hukum 

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi sangat tergantung pada jenis penelitian yang digunakan. 

1. Apabila jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research), maka bahan hukum yang 

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat authoritatif 

atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang 

dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang - undangan yang sesuai dengan isu hukum (legal issue) 

yang diangkat oleh Peneliti. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer seperti buku - buku teks, khususnya buku - 

buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (legal issue) 

yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal 

ilmiah bidang hukum. 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau 

penjelasan  terhadap bahan hukum  primer dan sekunder. Ini 

biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain 

sebagainya.
6
 

2.  Apabila jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris (empirical legal research), maka istilah yang digunakan 

adalah data. Data terdiri dari 2 (dua) macam  yakni data premier dan 

data sekunder. 

a. Data premier adalah data yang berasal dari lapangan. Data ini dapat 

berbentuk kuisioner, hasil wawancara dan data lapangan  lainnya. 

b. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan. Data 

sekunder biasa disebut sebagai bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan huku 

tersier. 

d. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik pengambilan bahan hukum  merupakan cara dan prosedur 

seorang Peniliti didalam mengumpulkan bahan hukum. Teknik 

pengumpulan n bahan hukum sangan bergantung dari jenis penelitian 

yang digunakan. 

1. Dalam penelitian hukum normatif (normative legal research), teknik 

pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: 

                                                 
6
SoerjonoSoekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 

2001, h.112. 
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Bahan hukum primer berupa perundang - undangan dikumpulkan 

dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder 

dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan 

ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar 

dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis) kartu kutipan 

(digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta 

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis). 

2. Dalam penilitian hukum empiris (emperical legal research), maka 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi dokumen atau kepustakaan yaitu pengumpulan data dari 

literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 

b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada pihak - pihak terkait sesuai 

dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini. 

e. Teknik analisis bahan hukum 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat 

bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum 

normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis 

secara normatif. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, analisis yang 

digunakan bersifat deskriptif kualitatif. 
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6. Pertanggung Jawaban Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi 4 (empat) bab, yang mana 

setiap bab terdiri dari sub - sub bab guna memberi penjelasan yg jelas dan 

mudah untuk dipahami. Pada bab I penulis memulainya dengan pendahuluan, 

didalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah mengapa penulis 

mengangkat judul skripsi ini. Rumusan masalah guna membatasi permasalahan 

agar tidak melebar, tujuan penelitian yang ingin dicapai, metode penelitian 

yang digunakan meneliti yang mana didalamnya terdapat penjelasan mengenai 

jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik 

pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum. 

Untuk bab 2 penulis melakukukan pembahasan untuk menentukan 

permasalahan atau rumusan masalah yang ada pada penyertaan, yaitu yang 

pertama adalah bagaimanakah pertanggung jawaban penyertaan didalam tindak 

pidana, yang kedua yaitu mengapa perlu dibedakan ancaman hukuman tindak 

pidana penyertaan. Untuk bab 3 penulis melakukan pembahasan atau 

pembahasan untuk menjelaskan permasalahan pada rumusan masalah dari 

tindak pidana penyertaan yaitu tentang pertanggung jawaban dan pembedaan 

hukuman yang akan diterima oleh setiap pelaku atau masing - masing peserta 

yang terlibat dalam kasus itu 

Pada bab 4 adalah penutup yang didalamnya terdapat simpulan dari 

keseluruhan penulisan skripsi dan untuk menyempurnakannya penulis 

memberikan saran. 


